
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015, sesuai dengan usulan SKPD, mengacu pada masukan pada musrenbang dan Renstra SKPD. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka pendanaan pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, perlu keterlibatan seluruh stakeholders melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2015 ini, memuat kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban melaksanakan program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2016 dengan sebaik-baiknya.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara, perlu menyusun rencana kerja sesuai dengan prioritas daerah dan sumber pendanaannya dengan memperhatikan pencapaian prioritas pembangunan nasional.
3. Masyarakat luas dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta seluas-luasnya dalam pembangunan baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan.
4. Kepala Bappeda  Kabupaten Nias Utara, berkewajiban menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari masing-masing kepala SKPD.
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2016, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaian alokasi anggaran APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD yang berlaku dan peraturan lainnya.
Berdasarakan musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten maka dirumuskan Prioritas pembangunan Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 ini ditempuh dengan sasaran dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1) Pengembangan Bidang Infrastruktur
Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Pelaksanaan Keberlanjutan Pembangunan sarana prasarana pemerintahan dan Infrastruktur  pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: pengembanan jaraingan jalan dan jaringan irigasi, pengembangan sistem perhubungan, penembangan infrastruktur kelautan serta dukungan infrastruktur pariwisata. Untuk rincian infrastruktur yang diprioritaskan pengembangannya adalah sebagai berikut :

a) Dinas PU

· Meneruskan/melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan

· Melakukan peningkatan konstruksi jalan dan rehabilitasi/perawatan

· Pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi
b) Dinas Perhubungan

· Meningkatkan pelayanan angkutan melalui pengadaan moda transportasi (DAK)

· Meningkatan pelayanan sarana umum (Pasar Tradisional) melalui pembangunan parkir

· Memfasilitasi pengadaan tower Telekomunikasi pada daerah-daerah yang belum terjangkau sinyal

· Melengkapi sarana dan prasarana (marka, pagar, dan rambu jalan)

· Membangun mercu suar pada daerah tambatan kapal/pelabuhan
c) Dinas Kelautan dan Perikanan

· Pengadaan bibit dan pembangunan balai UPR (Unit Pembenihan Rakyat)

· Melaksanakan pengawasan wilayah perairan(kerjasama dengan instansi TNI-AL)

· Memelihara dan melestarikan rumah ikan/terumbu karang
d) Dinas Pariwisata

· Meningkatkan sarana/prasarana budaya dan olahraga (pengadaan alat-alat kesenian dan pembangunan lapangan olahraga)

· Meningkatkan pembangunan sarana/prasarana pariwisata pada daerah yang potensial
· Pemeliharaan Gedung Pramuka (BLP)
(e). Bidang Hukum

· Pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin, yang sedang berhadapan dengan hokum.
· Penurunan Potensi gangguan keamanan dan ketertiban kerjasama dengan POLRI
· Peningkatan Daya Tangkal Masyarakat dari pengaruh radikal Terorisme.
· Peningkatan pelaksanaan penyusunan peraturan Daerah.
2) Pengembangan Bidang Sumber Daya Aparatur Dan Pengawasan
Pembangunan yang terus bersinambungan di Kabupaten Nias Utara membutuhkan sumber daya yang handal. Upaya-upanya yang dilakukan sebagai program prioritas dalam pengembangan sumber daya aparatur dan pengawasan pembangunan di kabupaten nias utara dilakukan dengan prioritas program sebagai berikut :
a) Meningkatkan sumber daya aparatur melalui Diklat/Bimtek versi daerah dan pelaksanaan Diklatpim-IV

b) Penambahan sumber daya aparatur dari berbagai profesi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan

c) Peningkatkan kesejahteraan aparatur(pemberian tunjangan lauk pauk)

d) Peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan berbasis teknologi

e) Peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan perangkat daerah

f) Optimalisasi kinerja kecamatan dalam pembinaan desa/kelurahan

g) Peningkatan kualitas aparatur perencanaan pembangunan daerah

h) Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal aparatur termasuk penanganan masalah pengaduan masyarakat
i) Penambahan bidan desa, Perawat, Dokter 
j) Pemberian tugas belajar bagi aparatur
k) Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Daerah, Kenderaan Roda Dua dan Empat
3) Pengembangan Bidang Sosial Dan Budaya

Arah kebijakan untuk mencapai berbagai sasaran di atas ditempuh melalui berbagai program pembangunan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a) Peningkatan sumber daya manusia

b) Peningkatan sarana/prasarana pendidikan

c) Pemeliharaan rumah medis dan pengadaan obat-obatan

d) Pelayanan perizinan langsung di Kecamatan

e) Peningkatan rumah layak huni

f) Meningkatkan bantuan sosial seperti rumah ibadah

g) Pembuatan pembangunan jalur evakuasi dan shelter tempat pengungsian

h) Pemeliharaan alat-alat e-KTP di Kecamatan
i) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pramuka

j) Memfasilitasi alat-alat kontrasepsi KB

4) Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemiskinan
Arah kebijakan untuk mencapai berbagai sasaran di atas ditempuh melalui berbagai program pembangunan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a) Pemberian bantuan alokasi dana desa(ADD)

b) Pelatihan aparatur pemerintahan desa

c) Pengalokasian bantuan dana sosial Provinsi Sumatera Utara

d) Penambahan insentif Kepala Desa, Kaur, Kadus dan BPD, LPM, RT, RW 
e) Program pelaksanaan Pilkades

5) Pengembangan Bidang Ekonomi Kerakyatan
Pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya dalam meningkatakan ekonomi kerakyatan dengan mengembangan didukungan dengan infrastruktur, peralatan dan bahan serta pemberdayaan aparatur dan sumber daya manusia pelaku ekonomi. Berikut prioritas pembangunan yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan yaitu  :
a) Pembangunan jalan usaha tani

b) Pengadaan bibit  unggul di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan
c) Pembenahan sarana/prasarana olahraga dan pariwisata

d) Pengadaan mesin pengolahan bahan baku akik

e) Penambahan modal kelompok koperasi

f) Pengembangan lokasi pasar tradisional

g) Penempatan PPL pertanian, kehutanan dan perkebuna

h) Pembangunan lumbung pangan, demplot budidaya tanaman dan kantor BPPK Penyuluh

i) Pelatihan agribisnis bagi petani

j) Sosialisasi bagi kelompok tani

k) Penanganan hama penyakit pada tanaman pangan
l) Pengadaan Tanaman Horticultura/Horticulture
Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2016 tersebut sebagaimana terlampir.
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